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Samudera India merupakan salah satu dari tujﬁh sa-
mudera yang'ada di dunia ini, menyimpan nilai strategis
yang'potensial baik dari segi menjadi penghubung, menj&di
lalu-lintas pelayaran, penerbangan, dan telekomunikasi
vang cukup padsat antara negara-negara di seputar samudera
itu sendiri jugse antar benua, maupun dari segi kekayaan
slam yvang masih tersimpan dan belum tergali_secara haik.

Nilai strategis yang terzimpan di dalam Samude:a
India itu merupakan suatu nilai lebih yang mendorong ber-
pacunysa negara-negara yvang ada di sekitar area samudera
maupun yvang jauh dari area itu sendiri untuk mencoba me-
nguasai dan mengontrol alur lalu-lintas yang ada guna ke-
pentingan yang tersimpan di dalam benak pars pemimpin ne-
gara-negara yang berminat yaitu menguasai dunia melalui
samudera .

Usaha untuk mendapatkan hal_yang menjadi keinginan
dan cita-cita memerluksn adanys suatu pengorbanan maupun
perzaingan. Demikian pula dengan keinginan negara-negara
vang ingin nilai strategilis Samudera Indis menjadi bagian
dari pengaruh dan kekuassannya tidak hanya memerlukan pe-
ngorbanan yang besar yaitu dengan mengeluarkan biaya yang
tak sedikit untuk menjamin kslangsungan hidup armada ang-
katan lautnya yang bertugas menjaga pengaruh dan kekua-
saan negara yvang bersangkutan di area itu, akan tetapi

Juga mengalami persaingan dengan negara-negara lain yang
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meluas dan terasaksn oleh negara-negara yvang tidak Lkut

terlibat di dzlsm persaingan tersebut terutama negarh;
negara yang berada di wilayah Samudera India yang meréf
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penerbangan dan pelayaran pe“dagangan ataupun kareﬁa ékl—
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tanpa menggunakan hulu ledak nuklir. Semua itu mengganggu
keseimbangan dan kedamailan yang telah ada jauh Sebelumq;
masuknya pengaruh persaingan memperebutkan sedikit dat&_
nilai strateéis vang ad=a di Samudera India. "
Terganggunya keseimbangan dan kedamaian yang,tdiah
ada ternyata menggugah beberapa negara yaitu Sri Lankg;g
dan Tanzania yang ada di seputar samudera dan meraaa5£§r-
panggil untuk meminta dikembalikannya lagil keseimbanéiég
dan kedamaian yang mulai hilang itu dengan mengajukangzj
suatu propossl kepada Perserikétan Rangsa-Bangsa di}d#i%?
hal ini Majelis Umum melaluil Sekretaris Jenderal Peréegii
katan Bangsa-Bangsa untuk meletakkan pokok "Declaratiéﬁéi
of the Indian Ocean as a Zone of Peace” dalam agendagéii;
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posal ini mendapatkan dukungan yang baik terutama dari
negara-negara di seputar Samudera India. Hasilnya adalah
pada tahun 1971, Majelis Umcm PREB mensahkan suatu Reso-
lusi No.2832(XXVI), tertanggal 18 Desember 1871 tentang
"Declaration of the Indian Ocean as a Zone of Peace”
(Pernyataan Samuders India Zebagai Zona Perdamaian).

Berarti untuk Samudera India telah ada sustu reso-
lusi yang berisikan pernvataan dan mengandung anjurzan
maupun peronintasn dari Majelis Umum PRR ager semua negara
vang terlibat dalam persaingan maupun vang terkenas dampak
akikbat adanya perselisihan, dalam situssi ini negara-ne-
gara di seputar wilayah Samuders India, untuk mengadakah
tatap muka guna membzahas dan mencari jalan keluar vang
tidak merugikan pihak lain atas masalah terjadinyva kete-
gangan, ketidakseimbangan dan terganggunya kedamaian yang
telah ada sebelumnya dengan cara membatasi yang kemudian
menghapuskan secara bertahap kehadiran armada-armada pe-
rang asing di Samudera India.

Resclusi sudah ada aksan tetapi permintaan yang
terkarndung di dalam resolusi belum ditaati, btelum dipe-
nuhi dan belum sepenuhnys diperhatikan, menimbulkan per-—
tanyaan bagl saya, "Bagaimanakah tindakan vang skan dian-
Hil oleh PBB tefhadap ketidaktaatan atas Re=zclusgi No.2832
(XXVI) tshun 1871 ini ?", karena untuk melihat tindakan

vang akan dilakukan oleh PRE melalui resolusl ataun kataz



Yanlal untuk melihat kebersadazn resclusi itu sendiri beor-
arti says harus melihabinysa seeara_yuridis, seﬁingga sava
mengambil Judul "Tindauan Yuridis Terhadap Resolusi Maje-
lis Umum PBB No.2832(XXVI} (T=ntarg Pernyataan Samudersa
India Sebagai Zona Perdamalan}”.

Adapun tujusn dari penelitian adalah untuk melihat
dan mencari tahu sampai sejauh mana dan bagsimana tinda-
kan yang telah dilakukan oleh PBEB dalam hal ini Majelis
Umumnys berkenaan dengan massalah tidak ditzatinya per-
mintasn, himbasuan, dan anjuran vang termaksud di dalam
Fernyataan untuk Samudera Irdia Sebagai Zona Perdamaian
sampail dengan tahun 1991 ini. Szlain untuk msmherikan
tambahan pengetahuan bagi vang berminat dan berperhstian
terhadap masalah hukum intsrnasicnal khususnya mengenal
Resovlusi No.2832(XXVI) Majelis Umum PRE.

Dengan metode deskriptif saysa menganali=za data-
data yvang terhkumpul dengan metode kualitatip yaitu metode
vang tidak menggunakan angks- angka sebagai pembanding me-
lainkan dengan menelaah pengertian-pengertian dagsar dari
zistem hukum yang terdapst di dalam permasalshan. Untuk
hal itulah dipakal pendekatan masalah melalui pendekatan
yuridis normatif artinya masalah ini dibahas menurut pe-
raturan-~peraturan yang sudah ada dan yang masih berlaku
serta yang berkaitan dengan pokok masalah,

Persiapan skripsi B minggu (7/08 s.d4 20/09/80).



Mengenai pengumpulan data sampail dengan analisis data
memakan waktu hampir 11 minggu tepatnya sampai tanggal 7
Desember 1880. Sedangkan untuk laporgn keseluruhan skrip-
i ini menghabiskan hampir 7 bulan sampai dengan bulan
Juli 1991.

Adspun mengenai hasil dari penelitian yang dida-
patkan adaslah Majelis Umum PBB telah melakukan banyak
hal, upaya yang tidak henti-hentinya yané bertujusn sasgar
Resolusi No.2832(XXVI) tahun 197! mendapat tempat dan di-~
hermati oleh semua negara bslk vang berada di seputar sa-
mudera, pengguna maritim di Samudera India, maupun Jjugs
oleh negara-negara yang menjadikan Samudera India sebsgail
ajang perselisihan dan percocbaan kekuatan militer berupsa
percobaan persenjataan terutams persenjatasn nuklir. Wa-
lzupun Majelis Umum PBB bertindak sebatas kemampuannya
vaitu menghimbau, mengajak, menganjurkan kepada.negara—
negara tersebut agar mentaati, mematuhl dan menghormati
isi dari deklarasi yang telah disshkan bukan berarfi re-
solusi ini tidak mempunyai hakekat hukum sama sekali, di
dalamnya mgsih ada membawa kewajiban moral terhadap nega-
ra—qegara anggota PBB.

Obyek penelitian dari permasalahan ini adalah atu-
ran-aturan yvang sudah ada, berupa resolusi-resolusi Maje-
lis Umum PBB yang memunsat berbagai upaya dan kemajuan-kema

juan yang diperoleh PBB dalam rangka mewujudkan tercip-



tanys dan tercapainya tujuan dari disahkannya Resolusi
No.2832(XX¥VI), di samping tentunysa dengsn memperbanding-
kan dengan aturan-aturan hukum internasional yang masih
berlaku di dalam pergsulan internasicnsl.

Lokasi penselitian untuk mendapatkan hal yang di-
inginkan dilakukan di United Nations Information Centre
(UNIC) di J1 Kebon Sirih 32-34, Jakarts, Perpustakaan
Centre for Strategic and International Studies (CSIS),
Jakarta, Perpustashaasn Pnsat Universitas Padjadjaran Ban-
dung, Perpustakaan Pusat Universitas Airlangga Surabaya,
dan Perpustakaan Universitas Surabaya, Surabaya

Kesimpulan dari keseluruhan skripsi yang berjudul
"Tinjauan Yuridis Terhadap Resolusi Majelis Umum PBB
Ho.2832(XXVI) (Tentang Pernyataan Samudera India Sebagsai
Zona Perdamaian)", adalah bshwa resgsolusi Majelis Umum
PBB, khususnya "Declarstion of the Indian Ocean as a Zone
of Pesace” ini telah diupayakan dan dilakukan berbagsai hal
vang mungkin oleh Majelis Umum PBB agar supaya yang dieci-
ta-citakan dan diharapkan dengan sangat oleh negara-nega-
ra yang berada di sekitar Samudera India, pengguna msri-
‘tim juga oleh negara-negara vang berprihsatin atas masalah
tersebut dan juga yang yang termaksud di dalam resolusi
ini sendiri, menjadi terwujudnya suatu zona yang bebas
dari ketegangan karena adanya perselisihan negara-negars

besar yang menginginkan wilayah Samudera India berada



daiam kekuasaan negara-negara besar tersebut, suatu zona
vang bebas dari perang dan ketakutan akan adanya ancaman
terhadap kedamaian dan ketenangan masyarakat internasio-
nal khususnyas negara-negara di seputar area samudera. Wa-
lau resclusi ini tidsk daspat memaksa agar negara-negara
vang berselisih, atau yang tak mendukung resolusi untuk
tunduk dan taat terhadap isi dari Resolusi No.2832(XXVI),
bukan berarti resolusi ini tidak memiliki hakekat hukum
sama sekali, resolusi ini masih berisikan dan membawa
sanksi moral dalam arti membawa beban dan wewenang morsal
atas perscalan penting internasional khususnya dalam.re~
solusi Majelis Umum PBB ini. Dengan terwujudnya, dipatu-
hinya, ditsatinya dan diterapkannya Deklarasi Samudera
India Sebagai Zona Perdamaian demikian pula dengan Imple-
mentaéi dari Deklarasi tersebut diharapkan dapat menjadi
contoh yang baik guna diwujudkannya lagi zona-zona perda-
maian yang lain, sehingga dengan demikian tujuan dan
prinsip yang terkandung di dalam Pisgam PBB dalam pasal

satunya dapat tercapai.



